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Walikota Tasikmalaya 
Provinsi Jawa Barat 

PERATURAN WALIKOTA  TASIKMALAYA 

NOMOR 35  TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TASIKMALAYA, 

 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor  Tahun 2016 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Walikota 
Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 
 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2009 tentang 
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti    Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

 

  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 

 

  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

 

  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
 

p33333 
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 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
  

6. 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);  

 

  
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

  
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

  
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

  
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 

  
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5907); 

 

 
 

 

  
12.
. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568); 

 

  
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

  
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak 

Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala 

Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemeintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang 
Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala 
Daerah serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah 

Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);; 

 

  
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

 

  
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), sebagaimana telah beberapakali diubah, terahir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 

24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

 

  
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

 

  
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575); 

 

                     
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem  

Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 

 

 

  
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

  
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

 

  
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

  
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

 

  
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala   Daerah  kepada  Dewan   Perwakilan       Rakyat 
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 

 

  
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

 

  
27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

  
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5351); 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Pewakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5104); 

 

  
30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4209); 

 

  
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 

  
32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

  
33. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

 

  
34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

  
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

 

  
36. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 
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37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

81) ; 

 

  
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah,    terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

  
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan  Atas   

Peraturan  Menteri   Dalam       Negeri Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
525); 

 

  
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata 
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 

Dana Operasional; 

 

  
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 681); 

 

  
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893); 

  
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

 

  
44. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 

37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

:400); 

 

  
45. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 

132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Defisit 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas 
Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1320); 

 

  
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

 

  
47. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan 
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional  Pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 589); 

 

  
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); 

 

  
49. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  
50. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kota Tasikmalaya; 

 

  
51. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89); 

 

  
52. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 8) 
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53. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017  (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140); 

 

 

  

 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan                      : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 
 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  2016 semula 

berjumlah Rp. 1.538.254.589.288,18 bertambah/berkurang sejumlah          
Rp. 468.835.443.053,77 sehingga menjadi Rp. 2.007.090.032.341,95 dengan 
rincian sebagai berikut : 
 

 
1. PENDAPATAN 

  

a. Pendapatan Asli Daerah     

1) Semula Rp. 248.137.549.136,68  

2) Bertambah/Berkurang Rp. 19.794.305.671,00  

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan  Rp.    267.931.854.807,68 

b. Dana Perimbangan     

1) Semula Rp. 1.183.074.179.640,00  

2) Bertambah/Berkurang Rp. (41.709.588.040,00)  

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp.    1.141.364.591.600,00 

c. Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah  

Rp.   

1) Semula Rp. 70.311.175.000,00  

2) Bertambah/Berkurang Rp. 194.238.544.377,80  

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah 

Perubahan 

Rp.    264.549.719.377,80 

    Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.673.846.165.785,48 

 
 

 

 
2. BELANJA 

 

a. Belanja Tidak Langsung     

1) Belanja Pegawai     

a. Semula Rp. 871.112.752.249,78  
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b. Bertambah/Berkurang Rp. 48.966.854.022,67  

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan  Rp.    920.079.606.272,45 

2) Belanja Bunga    

a. Semula Rp. 0,00  

b. Bertambah/Berkurang Rp. 101.920.000,00  

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp.                            

101.920.000,00 

3) Belanja Subsidi    

a. Semula Rp. 0,00  

b. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00  

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp.                            0,00 

4) Belanja Hibah    

a. Semula Rp. 63.358.498.000,00  

b. Bertambah/Berkurang Rp. 23.307.161.000,00  

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp.       86.665.659.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial    

a. Semula Rp. 2.729.620.758,00  

b. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00  

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp.       2.729.620.758,00 

6) Belanja Bagi Hasil    

a. Semula Rp. 0,00  

b. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00  

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp.                            0,00 

7) Belanja Bantuan 

Keuangan 

   

a. Semula Rp. 1.005.411.000,00  

b. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00  

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp.           1.005.411.000,00 

8) Belanja Tidak Terduga     

a. Semula Rp. 4.405.583.368,00  

b. Bertambah/Berkurang Rp. 15.550.592.257,10  

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp.       19.956.175.625,10 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp.   1.030.538.392.655,00 

 

b. Belanja Langsung     

1) Belanja Pegawai     

a. Semula Rp. 145.165.976.825,00  

b. Bertambah/Berkurang Rp. 18.596.398.833,00  

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan  Rp.    163.762.375.658,00 

2) Belanja Barang dan 

Jasa 

   

a. Semula Rp. 274.295.915.887,40  

b. Bertambah/Berkurang Rp. 99.016.499.882,00  

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp.    373.312.415.769,40 
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3) Belanja Modal    

a. Semula Rp. 176.180.831.200,00  

b. Bertambah/Berkurang Rp. 221.032.859.314,00  

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp.    397.213.690.514,00 

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp.    934.288.481.941,40 

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 2.007.090.032.341,95 

 
3. PEMBIAYAAN 

 

1.  Penerimaan    

a) Semula Rp. 41.831.685.511,50  

b) Bertambah/Berkurang Rp. 256.249.023.299,97  

Jumlah Pendapatan Penerimaan Setelah Perubahan  Rp.    298.080.708.811,47 

1.  Pengeluaran    

a) Semula Rp. 5.100.000.000,00  

b) Bertambah/Berkurang Rp. 2.000.000.000,00  

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp.        7.100.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.    290.980.708.811,47 

 

 
Pasal 2 

 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan 

ini. 
 

Pasal 3 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari peraturan ini. 
 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 
pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Walikota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 
 

 
 

 
Ditetapkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 26 September 2016 
 
 

 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 

 
 

ttd 
 

H. BUDI BUDIMAN 
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Diundangkan di Tasikmalaya 
pada tanggal  26 September 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 
 

                                  
 ttd 

 
            H. I. S. HIDAYAT, SH., M.Si 
 

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR : 291 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


